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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian di atas pada penelitian yang dilakukan di Kantor Kecamatan 

Taebenu, disimpulkan bahwa:  

1. Dimensi Perilaku Aparat Birokrasi 

Perilaku birokrasi aparat dalam pelayanan administrasi KTP/KK secara 

umum aparat sudah menerapkan perilaku birokrasi kepedulian dalam 

memberikan pelayanan KTP/KK dan telah menunjukkan kepedulian dalam 

memberikan pelayanan yang sesuai tanggapan layanan, kenyamanan layanan 

dan kepekaan melayani. Sementara menurut masyarakat Aparat belum memberi 

jaminan pelayanan yang nyamandan kurang tanggap atas keinginan 

masyarakatIni berarti, perilaku birokrasi aparat berupa kepedulian yang 

diterapkan dalam pelayanan KTP/KK di Kantor Kecamatan Taebenu masih 

perlu diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan perilaku kepedulian. 

Perilaku birokrasi aparat dalam pelayanan administrasi KTP/KK secara 

umum aparat sudah menerapkan perilaku birokrasi kedisiplinan dalam 

memberikan pelayanan KTP/KK telah sesuaidengan prinsip kedisipinan yaitu 

taat pada aturan, tepat awktu, dan patut pada pimpinan. Disiplin tersebut dapat 

dilihat dalam bentuk penyelesaian tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi para aparat pemerintah selalu 

mempertahankan dan meningkatkan terus prinsip kedisiplinan tersebut agar 

tetap melayani publik. 

Menjalankan perilaku birokrasi yang bertanggungjawab pada pimpinan 

dalam melayani masyarakat. Selain itu mengemban perilaku birokrasi yang 

bertanggungjawab pada organisasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat dan mebentuk perilaku birokrasi yang bertanggungjawab 
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dalam memberikan pelayanan yang berpihak kepada publik. Hal ini 

dikonfirmasikan oleh masyarakat sebagai publik merasakan perilaku birokrasi 

yang sesuai kepentingan publik meskipun masih perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Birokrasi 

Camat sebagai pimpinan telah menerapkan faktor kepemimpinan sebagai 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku birokasi dalam pelaksanaan 

pelayanan. Tetapi gaya kepemimpinan berupa instruksi, konsultasi, partisipasi 

dan delegasi belum dapat dijalankan dengan baik oleh aparat, sehingga 

mempengaruhi terbentuknya optimalisasi pelayanan. 

Faktor kompetensi yang dimiliki aparat kecamatan masih rendah baik 

dari aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman kerja dan sikap 

penguasaan kerja yang masih perlu ditingkatkan dengan memberikan peluang 

pada aparat untuk mengikuti berbagai diklat kerja yang berorientasi kepada 

pelayanan KTP/KK khusus, dan pelayanan lainya secara umum, 

Faktor penghargaan merupakan salah satu faktor penting untuk 

mendukung aparat mampu mengembangkan perilaku birokrasi yang baik dalam 

memberikan pelayanan. Pemerintah Kecamatan taeebenu belum 

mengimplementasikan prinsip atau bentuk penghargaan berdasarkan pengakuan 

aparat kepada peneliti.Bentuk  dari faktor penghargaan kerja ini dalam 

penerapannya perlu diperhatikan untukpengembangan perilaku birokrasi 

pemerintahan dalam meningkatkan semangat dalam memberi pelayanan. 

Faktor fasilitas kerja merupakan faktor yang menentukan perilaku 

birokrasi dalam memberikan pelayanan. Ketersediaan dan kelengkapan 

fasilitas kerja berupa sarana ruang kerja, prasarana kerja yang tersedia, alat 

kerja yang berfungsi dan perlengkapan kerja yang mendukung belum tersedia 

di kantor kecamatan, sehingga sulit memberikan optimalisasi pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat yang datang mengurus KTP/KK 
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4.2. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan, dikemukakan saran-saran berikut:  

1. Kantor Kecamatan Taebenu perlu memperhatikan perilaku birokrasi 

pemerintahan, khususnya kepada aparat untuk memiliki perilaku kepedulian, 

kedisiplinan dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan administrasi 

pengurusan KTP/KK kepada masyarakat. Perilaku aparat birokrasi pemerintahan 

juga untuk terus ditingkatkan dan diperbaiki dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, kususnya perilaku aparat birokrasi berupa kepedulian, dan 

tanggungjawab, sehingga masyarakat yang datang mengurus KTP/KK 

memberikan apresiasi atas perilaku aparat dalam melayani.  

2. Faktor yang mempengaruhi harus memberi kontribusi terhadap peningkatan 

perilaku aparat, khususnya faktor kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan 

fasilitas kerja untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan.  
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